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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Urusan pemerintahan daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 yang mengatakan 

bahwa (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan urusan 

pemerintahan konkuren terdapat pada pasal 11 yang mengatakan bahwa (1) 

urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) 

yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pemerintahan pilihan. 

Sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang menjadi 

urusan pemerintahan yang wajib terdapat pula pada pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa (1) Urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 

f. Sosial 
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Begitu juga terjadinya kesenjangan pembangunan daerah antara daerah 

perkotaan dan daerah yang terpencil seperti Kecamatan Kuala Kampar yang 

telah diteliti sebagaimana dijelaskan pada pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa di Kecamatan Kuala Kampar 

terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah. Karena di Kecamatan 

kuala Kampar belum mendapatkan pembangunan seperti daerah yang ada 

di perkotaan. Kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan 

daerah Kecamatan Kuala Kampar terlihat dari pembangunan kesehatan.  

Padahal Kecamatan kuala Kampar tinggal di daerah yang terpencil dan 

terisolir yang seharusnya mendapatkan pembangunan yang lebih.  

2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

dalam bidang kesehatan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan, antara lain sebagai berikut: 

a. Keterbatasan anggaran, seperti APBD merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 

januari sampai 31 Desember. Kepala Daerah dalam penyusunan 

racangan APBD menetapkan prioritas anggaran sebagai dasar 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

Namun dalam meyusun rancangan APBD Kepala daerah tidak sampai 

pada tahap daerah yang terpencil sehingga anggaran itu terbatas.  

b. Skala Prioritas, program pemerintah yang memang diprioritaskan 

terutama Kabupaten itu tidak sampai ke daerah. Misalnya saja di 
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Pelalawan ada pariwisata bono, jadi pemerintah hanya memfokuskan 

ke wilayah wisata itu sementara di Kecamatan Kuala Kampar yang 

lebih membutuhkan pemerataan pembangunan tidak dilihat oleh 

pemerintah daerah. Oleh sebab itu terjadi kesenjangan. Kalau memang 

sudah masuk daftar ada skala prioritas yang sudah ditentukan. Jadi 

memang karena anggaran yang tidak mencukupi. Disamping itu juga 

didukung oleh swadaya masyarakat.  

c. Luasnya wilayah dengan dana yang sangat sedikit, sedangkan untuk 

memberi pelayanan yang lebih kepada masyarakat ataupun melakukan 

pembangunan  diperlukan dana untuk mewujudkannya. Jika 

pemerintah daerah tidak memiliki dana, lalu apa yang dapat dilakukan 

oleh daerah tersebut. Terlepas dari permasalahan ini, praktik otonomi 

yang diterapkan selama ini memiliki konsekuensi hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

B. Saran  

Mengingat bahwa perlunya pemerataan pembangunan daerah untuk 

mengurangi penurunan kesejahteraan masyarakat danlebih  meninggkatkan 

lagi kesejahteraan masyarakat, maka dari kesimpulan diatas diberikan saran 

kepada Pemerintah daerah. Adapaun saran dari penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan seharusmya lebih melihat lagi 

bagaimana kondisi pembangunan yang ada di daerahnya, agar tidak terjadi 

kesenjangan pembangunan antar daerah daerah. Masyarakat Kecamatan 

Kuala Kampar menginginkan adanya pelayanan yang lebih dari 
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pemerintah daerah terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan Kuala 

Kampar.  

2. Pemerintah daerah menerima keluhan dari masyarakatnya dan kemudian 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai apa yang diharapkan. 

Agar dapat lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarkat dan sedikit 

dapat megurangi penurunan kesejahteraan masyarakat tersebut dengan 

melakukan pemertaan pembangunan. 

3. Dan seharusnya pemerintah daerah memberikan prioritas yang lebih 

dicapai melalui upaya-upaya pokok yang membuat Kecamatan Kuala 

Kampar mendapatkan pelayanan pemerataan pembangunan sarana dan 

infrastruktur.sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan antar 

daerah perkotaan dan daerah yang terpencil seperti Kecamatan Kuala 

Kampar 


